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PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP 
DI KAWASAN INDUSTRI BERBASIS PENINGKATAN SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT DI KOTA SEMARANG 
Abstrak 
Pencemaran lingkungan hidup dan degradasi kualitas enfiromental terjadi di antara 
penyebab pelanggaran implementasi peraturan lingkungan oleh industri, yang memiliki peran 
penting di era globalisasi dan otonomi daerah, karena saat ini, walaupun tidak semuanya 
harus terdegradasi ke industri karena Individu, masyarakat dan bahkan negara-negara juga 
berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Akibat dari semua ini, di kawasan industri 
masih jauh dari harapan. Penelitian ini dilakukan dalam analisis deskriptif, adalah studi yang 
mendeskripsikan dan menguraikan angket dan fakta bahwa ada peraturan kerja yang rinci, 
sistematis, dan melalui penyelesaian kasus lingkungan di Kota Semarang dan pendekatan 
yuridis yang digunakan bersifat empiris. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara para 
peneliti menentukan subyek, seperti instansi terkait dan masyarakat. Sedangkan data 
sekunder diperoleh dari bentuk literatur, legislasi dan dokumen terkait. Hasil penelitian dan 
pembahasan dapat diketahui bahwa penyelesaian kasus pencemaran lingkungan hidup oleh 
DLH Kota Semarang dalam menangani laporan pencemaran lingkungan adalah melakukan 
verifikasi lapangan dan pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis sampai dengan 
Paksaan Pemerintah sesuai Pasal 76-83 UUPPLH. Bentuk penyelesaian kasus pencemaran 
dan kerusakan lingkungan hidup kawasan industri Kota Semarang berbasis peningkatan 
pembangunan berkelanjutan yang mengacu kepada tiga pilar dalam sustainable development 
yang pada dasarnya seimbang, yakni ekonomi, keadilan (sosial) masyarakat dan ekologi.  
Kata kunci: Penyelesaian kasus Lingkungan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 
Abstract 
Environmental pollution and enfiromental quality degradation occur among the 
causes of violations of the implementation of environmental regulations by industry, which 
have an important role in the era of globalization and regional autonomy, as today, though 
not all of them must be degraded into industry because Individuals, communities and even 
countries also contribute against environmental damage. As a result of all this, in the 
industrial area is still far from expectations. This research is conducted in descriptive 
analysis, is a study that describes and describes the questionnaire and the fact that there is a 
detailed work rules, systematic, and through the settlement of environmental cases in the city 
of Semarang and juridical approach used empirically. So the data used in this study is 
primary data and secondary data Primary data collected by interview the researchers 
determine the subjects, such as relevant agencies and communities. While the secondary data 
obtained from the form of literature, legislation and related documents.  The results of 
research and discussion can be seen that the settlement of environmental pollution cases by 
DLH Semarang City in handling the report of environmental pollution is to conduct field 
verification and administration sanction in the form of written warning up to Government 
Coercion pursuant to Article 76-83 UUPPLH. The form of settlement of pollution case and 
environmental destruction of Semarang City industrial area is based on the improvement of 
sustainable development which refers to the three pillars in sustainable development which 
are basically balanced, namely economic, social (justice) society and ecology. 





Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka 
pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan 
tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat 
hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.1 Kesadaran dan 
kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk 
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. 
Pertumbuhan dan perkembangan industri di Kota Semarang semakin bertambah, 
mengakibatkan  pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan industri Kota 
Semarang dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah. Semua itu akibat dari 
perilaku manusia melalui berbagai kegiatan yang menempatkan alam sebagai komoditas 
yang hanya di perlakukan sebagai sebagai obyek eksploitasi, media pembuangan, dan 
kegiatan industry tanpa menghiraukan bahwa lingkungan itu materi yang mempunyai 
keterbatasan dan bisa mengalami kerusakan2.   
Industrialisasi tampaknya merupakan pilihan bagi kota smg untuk meningkatkan 
kesejahteraan kehidupannya. Hal tersebut antara lain disebabkan terbatasnya lahan 
pertanian. Industrialisasi merupakan suatu jawaban terhindarnyan tekanan penduduk 
terhadap lahan pertanian. Yang perlu mendapatkan perhatian ialah bahwa industri 
merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat potensial untuk merusak dan 
mencemari lingkungan . apabila hal ini tidak dapat perhatian serius maka ada kesan 
bahwa antara industri dan lingkungan hidup tidak berjalan seiring, dalam arti semakin 
maju industri maka semakin rusak lingkungan hidup itu. 
Industri yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup manusia akan 
memberikan dampak negatif pula berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan.  
Kegiatan yang menimbulkan penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup 
tersebut ironisnya disebabkan terutama oleh kegiatan pembangunan ekonomi yang 
diharapkan dapat mensejahterakan manusia. Oleh karenanya dibutuhkan adanya 
paradigma pembangunan baru yang dapat mencegah kerusakan dan pencemaran 
lingkungan hidup menjadi lebih parah lagi. Paradigma tersebut diharapkan dapat 
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Rineka Cipta, 2005, hlm. 1. 




mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan.  
Sehingga diperlukan upaya dari semua stakeholder untuk sadar dan terencana dalam 
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi 
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa 
depan. 
Bertitik tolak pada pemikiran di atas, maka sudah saatnya penyelesaian kasus 
pencemaran dan kerusakan LH kawasan industri, khususnya Kota Semarang perlu 
diimplementasikan oleh para stakeholders yang berwenang, dalam hal ini pihak 
pemerintah  yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Sebab 
penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan LH dapat diartikan dengan bekerjanya 
aturan/ketentuan dalam masyarakat, yang selalu berhadapan dengan unsur-unsur 
kompleks ketika diterapkan. 
Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis 
kaji antara lain : 
1. Bagaimana penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang 
dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang dikawasan industri 
Kota Semarang ? 
2. Bagaimana bentuk penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 
yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di kawasan industri Kota 
Semarang berbasis  sustainable development ? 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris 
(terapan) berarti mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif 
(perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu 
yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan,3 atau 
melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian yang diperoleh 
yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas 
empirik (empirical evidents) dalam masyarakat. Dalam hubungan ini karakteristik 
khusus dari analisis-analisis hukum mencoba untuk menghubungkan antara hukum dan 
perilaku sosial.4  
                                                          
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 134 
4 Adam Podgorecki dan Christoper J. Whelan, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 
2011, hlm. 272. 
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Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, 
sumber data diperoleh langsung Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang yakni 
data yang diperoleh melalui sumber data secara langsung dengan permasalahan yang 
berkaitan dengan penelitian, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang dan 
data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik studi 
pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data 
kualitatif (data yang berbentuk uraian/kata-kata) yang diperoleh dari lapangan yang 
berupa hasil interview yang dilakukan terhadap responden. Data yang akan diperoleh 
disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan 
hasil penelitian. Lalu semua data yang terkumpul baik data primer maupun data 
sekunder ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. 
Data yang telah terkumpul, disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode 
berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta/kenyataan yang 
sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mencapai 
kejelasan permasalahan yang dibahas. 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Penyelesaian Kasus Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh 
  Dinas Lingkungan Hidup di Kota Semarang 
 
Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang Tahun 2017, sampai 
dengan bulan September jumlah kasus lingkungan hidup yang telah dilaporkan 
sebanyak 40 kasus, tahun 2016 sebanyak 50 kasus dan tahun 2015 sebanyak 39 kasus. 
Dengan demikian jumlah kasus lingkungan hidup yang dilaporkan setiap tahunnya 
terjadi peningkatan dan diterapkan sanksi administrasi 5.  
Dari sekian banyak kasus maka di dalam penelitian ini hanya mengambil 
sampel satu kasus yang terjadi di Semarang, yaitu di CV. Slamet Widodo,  pabrik 
terasi yang dalam produksinya menimbulkan   bau yang menyengat yang timbul dari 
adanya proses produksi dan penjemuran terasi yang dilakukan di luar ruangan 
mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berupa bau di Kawasan Industri 
                                                          
5 Noramaning Istini, Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan di 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jl. Tapak Tugurejo Kota Semarang, Wawancara Pribadi, 19 September 2017, 
pukul 09.00 WIB. 
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Terboyo. Fokus penelitian ini adalah penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup melalui penerapan sanksi administrasi.  
Upaya penyelesaian yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Semarang dalam menangani kasus pencemaran lingkungan hidup oleh CV. Slamet 
Widodo adalah dengan melakukan cek/verifikasi lapangan dilanjutkan dengan 
pembuktian dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka dijatuhkan sanksi sanksi 
administrasi 
Menurut Noramaning Istini. menyatakan bahwa6 “DLH memiliki peran 
penting dalam perlindungan terhadap lingkungan hidup Kota Semarang secara umum, 
seperti mengendalikan pencemaran, memberikan sanksi administratif apabila 
ditemukan pelanggaran lingkungan dan sebagai pihak yang membantu penyelesaian 
sengketa”. 
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Semarang adalah perangkat pemerintah yang berwenang dalam menangani 
sengketa lingkungan hidup terhadap CV. Slamet Widodo mengenai tindakan 
pencemaran yang ditimbulkan yaitu berupa bau terasi yang menyengat, sehingga 
mengganggu lingkungan sekitarnya.  
Hasil cek/verifikasi lapangan oleh DLH ditemukan adanya pencemaran 
kebauan maka dilanjtkan dengan pembuktian melalui tes kebauan dengan sistem 
Odorisasi yaitu penciuman untuk mengetahui sumber bau atau zat odoran. Zat odoran 
dapat berupa zat tunggal ataupun zat campuran berbagai macam senyawa. Sesuai 
ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 50 Tahun 
1996, ”Tingkat kebauan yang dihasilkan dari odoran campuran dinyatakan sebagai 
ambang bau yang dapat dideteksi secara sensorik oleh lebih dari 50% anggota penguji 
yang berjumlah minimal 8 (delapan) orang”.  
Tes kebauan ini yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup Kota Semarang 
berjumlah 10 orang. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga 
menganalisa cerobong asap pabrik.Lebih lanjut Noramaning Istini, menjelaskan 
                                                          
6Noramaning Istini, Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan di 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jl. Tapak Tugurejo Kota Semarang, Wawancara Pribadi, 19 September 2017, 
pukul 09.00 WIB. 
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Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam hal ini sudah memberikan sanksi 
administrasi sampai dengan Paksaan Pemerintah.7 
Apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan 
Pembekuan dan Pencabutan Izin Lingkungan sesuai dengan Pasal 79 yang 
menyebutkan “Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan 
izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf (c) dan (d) 
dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan 
paksaan pemerintah”. 
Implementasi penegakan hukum dalam teori penegakan hukum (Law 
Enforcement) dari Joseph Goldstein, melihat bahwa implementasi atau penegakan 
hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Total Enforcement, (2) Full 
Enforcement, dan (3) Actual Enforcement.8 
Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein ini berpusat pada konsep 
penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana 
substantive (Substantive Law of Crime), tetapi dalam kenyataannya hal ini 
dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, disebabkan adanya suatu 
pembatasan dalam hukum acara sendiri, sehingga membatasi ruang gerak, disamping 
adanya pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu terdapat 
ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum (Area No Enforcement). 
Pemikiran Joseph Goldstein di atas, memberi pemahaman bahwa dalam 
implementasi atau penegakan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak 
mungkin dapat dilaksanakan secara Total Enforcement atau Full Enforcement karena, 
secara substansial tidak adanya kemungkinan hukum dapat menjangkau sampai 
tujuannya, yaitu ketertiban, keteraturan, dan keadilan.  
Maka disinilah sangat diperlukan peran penegak hukum untuk melakukan 
diskresi secara proporsional dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan 
kesejahteraan substansi terutama bagi pelaku pencemaran lingkungan untuk 
melakukan pemulihan lingkungan yang diperkuat dalam Pasal 78 UUPPLH yang 
                                                          
7Noramaning Istini, Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan di 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jl. Tapak Tugurejo Kota Semarang, Wawancara Pribadi, 19 September 2017, 
pukul 09.00 WIB. 
8 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam 
Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76. 
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berbunyi “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak 
membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab 
pemulihan dan pidana” 
Menurut penulis, berdasarkan pengertian tersebut diatas, penelitian ini 
termasuk dalam Actual Enforcement, karena dalam penegakan hukum lingkungan 
khususnya penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena 
adanya keterbatasan-keterbatasan sarana dan prasarana di lingkungan penegak hukum 
sehingga diperlukan adanya diskresi secara proporsional dengan tujuan untuk 
mencapai keadilan dan kesejahteraan. 
Efektifitas sanksi pencemaran LH 
Penerapan sanksi administrasi mempunyai beberapa kelebihan jika 
dibandingkan dengan jenis sanksi lain, baik sanksi pidana maupun perdata. Sanksi 
pidana ditujukan pada pelanggar agar menimbulkan rasa jera atau nestapa. Sanksi 
perdata yakni pembayaran ganti kerugian ditujukan kepada korban atas kerugian yang 
diderita akibat perbuatan melanggar hukum. Ganti kerugian kepada korban tidak 
dapat memulihkan lingkungan hidup yang telah tercemar. Berbeda dengan tujuan 
kedua sanksi tersebut, sanksi administrasi ditujukan kepada pencegahan dan 
penghentian pelanggaran dan sekaligus juga upaya pemulihan lingkungan hidup yang 
rusak atau tercemar akibat perbuatan pelaku. 
Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan 
lingkungan hidup secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan menjamin kepastian hukum dan 
memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat sebagaimana tujuan dalam UUPPLH. 
Kebijakan di bidang lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 
UUPPLH tersebut di atas dapat ditempuh dengan berbagai sarana atau instrumen 
yang baik yang bersifat pencegahan pencemaran maupun pemulihan lingkungan. 
Dalam UUPPLH telah ditetapkan beberapa instrument kebijakan lingkungan yang 
sebagian telah didukung dengan peraturan pelaksana, antara lain perizinan dan baku 
mutu lingkungan serta larangan dan kewajiban terhadap lingkungan. 
Secara prosedur dan mekanisme penerapan sanksi administrasi dalam 
penegakan hukum lingkungan hidup berbeda dengan sanksi perdata maupun pidana. 
Penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus 
melalui proses pengadilan (nonyustisial), sehingga penerapan sanksi administrasi 
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relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya menegakkan 
hukum lingkungan. 
Pentingnya dari penerapan sanksi administrasi ini adalah terbuka ruang dan 
kesempatan untuk partisipasi masyarakat. Artinya masyarakat dilibatkan dalam 
penegakan hukum lingkungan administrasi. Misalnya melalui mekanisme pemberian 
izin lingkungan sebagai instrumen hukum bagi pengawasan lingkungan administrasi, 
masyarakat untuk dilibatkan. Dengan demikian maka penegakan hukum lingkungan 
administrasi dilakukan secara partisipatoris.  
Pendangan penulis selama ini sanksi hukum dalam peraturan perundang-
undangan lingkungan yang ada belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku 
pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga diperlukan perubahan paradigma 
bahwa kejahatan lingkungan bukan lagi kejahatan biasa, melainkan extra ordinary 
crimes (kejahatan luar biasa). Untuk itu sudah saatnya kasus-kasus lingkungan hidup 
ditangani oleh hakim khusus yang bersertifikasi (certified judges). Keberadaan 
certified judges dirasa perlu karena kasus-kasus lingkungan hidup memiliki 
karakteristik khusus, yakni menimbulkan dampak yang lama dan melibatkan berbgai 
disiplin ilmu. 
Sebenarnya sulit untuk membuat penilaian karena wilayah Indonesia begitu 
luas, tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan kondisi penaatan dan penegakan 
hukum lingkungan belum optimal, dapat disimpukan bahwa penaatan dan penegakan 
hukum lingkungan tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus 
terintegrasi. Oleh karenanya, diperlukan sebuah strategi khusus yang dituangkan 
dalam kebijakan nasional tentang penaatan dan penegakan hukum lingkungan. 
Strategi disusun secara jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka 
pendek, selain mengeluarkan kebijakan nasional tentang penaatan dan penegakan 
hukum lingkungan hidup, dipandang perlu adanya pengembangan kapasitas 
kelembagaan dan SDM pada instansi terkait pengelolaan lingkungan hidup dan 
menerapkan kewajiban membayar deposit bagi setiap usaha yang berpotensi 
menimbulkan dampak lingkungan, patut dipertimbangkan sebagai pengembangan 
sumber dana lingkungan, selain pajak dan denda lingkungan.  
Model ini, terbukti berhasil di sejumlah negara seperi Kanada (Super Fund), 
Amerika Serikat (Dedicated Fund), dan Belanda (Gedogen). Hanya saja, Rino 
mengingatkan agar sistem deposit ini jangan dijadikan solusi yang berdiri sendiri, 
harus disertai dengan pengawasan yang efektif. Jangan sampai ini dijadikan tiket buat 
9 
perusahaan bermodal besar untuk melakukan apa saja terhadap lingkungan di 
Indonesia.9 Bentuk lainnya yang direkomendasikan antara lain, integrasi sistem 
perizinan dan pengawasannya, pengembangan certified judges dan melakukan kajian 
pembentukan pengadilan khusus lingkungan, dan memperkuat tata kelola 
pemerintahan dalam mewujudkan 
3.2 Bentuk Penyelesaian kasus Pencemaran Lingkungan Hidup yang 
dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Berbasis 
Sustainable Development 
Pembangunan berkelanjutan harus diletakkan sebagai kebutuhan dan aspirasi 
manusia kini dan masa depan. Karena itu hak-hak asasi manusia seperti hak-hak 
ekonomi, sosial, budaya dan hak atas pembangunan dapat membantu memperjelas 
arah dan orientasi perumusan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Secara lebih 
konkrit tidak bias disangkal bahwa hak manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan 
baik menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas 
pembangunan tidak lepas dari ketentuan bahwa proses pembangunan adalah demi 
kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia 
secara adil dan merata10 
Berkembangnya industri di Kota Semarang akan menimbulkan dampak positif 
maupun dampak negatif berupa pencemaran dan perusakan lingkungan11. Kasus yang 
berkembang di masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa aktifitas kegiatan usaha 
baik berupa pencemaran dari industri, yakni pencemaran udara berupa polusi, 
kebisingan dan bau serta. Penyelesaian kasus aduan masyarakat perihal pencemaran 
dan perusakan lingkungan hidup di wilayah Kota Semarang dilakukan oleh Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) 
Dalam kasus penyelesaian sengketa lingkungan, sebenarnya masyarakat tidak 
akan melakukan penuntutan terlalu jauh terhadap perusahaan yang dituduh melakukan 
pencemaran atau perusakan lingkungan, apabila pihak perusahaan mau memenuhi 
kewajiban sebagaimana mestinya. Demikian juga pemerintah tidak akan melakukan 
9 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17276/meneg-lh-penaatan-dan-penegakan-hukum-
lingkungan-hidup-belum-maksimal 
10 Absori, Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 
1, Maret 2006: 39-52 
11Loc. cit., hlm. 5 
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pemihakan yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi hilang. Secara 
sederhana kalau ada upaya konkret dari kesepakatan yang sudah dibuat dan 
menempatkan masyalah secara proporsional serta tidak menjadikan masyarakat 
sebagai pihak yang mudah untuk dikelabuhi dengan cara mengulur-ulur janji, 
masyarakat sebenarnya tidak akan mempermasalahkan secara berlebihan.12 
Dengan diperlakukan UU No.32 Th.2009 Pasal 85 ayat (3) masyarakat merasa 
punya peran dalam menyelesaiakan masalah limbah. Keadaan yang demikian 
memberikan kepada masyarakatuntuk semangat mengadakan pembentukan lembaga 
penyelesaian sengketa di luar peradilan yang bertujuan untuk mengefektifkan 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif di luar pengadilan. 
Meskipun peranannya hanya bersifat alternatif namun adalah menjadi kewajiban 
pemerintah untuk menyediakan atau memfasilitasi terbentuknya lembaga tersebut di 
tiap-tiap daerah, sehingga apabila pada saatnya masyarakat menghendaki 
penyelesaian sengketa melalui jalur ini saat itu pula pemerintah sudah dapat 
memfasilitasinya. Dan keadaan ini pula sebagai resiko pemberlakuan asas 
subsidiaritas pada penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.13 
Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan hidup di Kota Semarang belum 
bisa maksimal dipengaruhi oleh faktor penghambat dalam penyelesaian kasus 
lingkungan hidup (1) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum 
lingkungan, penegakan hukum lingkungan ini pun jauh lebih rumit dari pada delik 
lain, karena seperti telah dikemukakan sebelumnya hukum lingkungan menempati 
titik silang berbagai pendapat hukum klasik. Proses penegakan hukum administratif 
akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata maupuan hukum pidana (2) 
kendala dalam pembuktian, bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan 
permasalahan kompleks, rumit dalam segi pembuktian dan penerapan pasal, serta 
subyektifitas pengambil keputusan cukup tinggi, sehingga perlu suatu media untuk 
menyederhanakan, memudahkan dan meminimisasi unsur subyektifitas (3) 
Infrastruktur Penegakan Hukum, diperlukan suatu aturan hukum berupa Peraturan 
Pemerintah dari UUPL no. 32 Tahun 2014, karena aturan hukum yang ada saat ini 
                                                          
12 Absori, Khuzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga 
Alternatif, Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 2, Juni 2008, halaman 193-410 
13 M. Hamdi, Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus 
di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan), Jurnal MagisterHukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, hal 16. 
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masih kurang memadai (4) Budaya Hukum Buruk, kejahatan lingkungan terjadi 
karena masih kentalnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme antara stakeholder, 
Lobi-lobi illegal masih sering terjadi 
Terdapat tiga pilar dalam sustainable development yang pada dasarnya 
seimbang, yakni ekonomi, keadilan (sosial) masyarakat dan ekologi. Hal ini sebagai 
parameter apakah bentuk penegakan hukum lingkungan di Kota Semarang sudah 
berpatokan kepada 3 (tiga) prinsip di atas atau belum. Tidak boleh kalau Pemerintah 
Kota Semarang hanya mengedepankan nilai ekonominya dalam konteks 
pembangunan berkelanjutan, sehingga keadilan masyarakat dan lingkungan menjadi 
tergeser, karena an sich mengejar keuntungan (ekonomi) berbentuk PAD. Keadilan 
itu bagaimana sebenarnya masyarakat itu juga mempunyai hak untuk mengakses 
Sumber Daya Alam (SDA). Dengan demikian jangan kemudian SDA ini dieksploitasi 
sebesar-besarnya oleh pemilik modal, sehingga kepentingan masyarakat untuk 
mengakses SDA itu diabaikan, inilah yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan 
dan harus berjalan beriringan. Penegakan hukum lingkungan yang difokuskan kepada 
hukum administratif mempunyai arti penting dalam rangka menerapkan aturan-aturan 
tertulis mulai dari perundang-undangan hingga perda terhadap perindustrian atau 
bentuk usaha lainnya yang mewajibkan adanya AMDAL atau UKL-UPL dan SPPL. 
Dokumen-dokumen tersebut sebagai konfigurasi dari penegakan hukum lingkungan 
yang sangat memprihatinkan aspek-aspek ekologi. Penegakan hukum yang sifatnya 
preventif tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam konteks 
Kota Semarang, sebagai Dinas yang bertanggungjawab untuk mengelola lingkungan 
hidup di daerah dalam Pemerintahan Kota Semaranng. 
Setelah menyeimbangkan ketiga pilar dalam sustainable development di atas, 
dalam kerangka Soerjono Soekanto14, penegakan hukum oleh DLH Kota 
memerhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya ialah pertama, 
hukumnya, dalam hal ini segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut 
persoalan lingkungan mulai dari undang-undang hingga ke peraturan daerah harus 
dipahami secara komprehensif melalui pendidikan dan pelatihan oleh SDM di DLH 
dan peraturan pelaksanaan atas beberapa pasal di UU No. 32/2009 untuk secepatnya 
                                                          
14 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. I Cet. 




diselesaikan, kedua, aparatur hukumnya yakni personel yang ada di DLH diperlukan 
peningkatan kualitas orang-orang yang ada dalam DLH secara kompeten dan 
rekruitmen pengisian kuantitas SDM di DLH yang mapan berdasarkan kemampuan di 
bidangnya, melakukan koordinasi dengan dinas-dinas lainnya dalam Pemerintahan 
Kota Semarang semisal Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Tata 
Ruang; ketiga, penambahan fasilitas yang ada di DLH yang merupakan sarana dan 
prasarana sebagai pendukung dari aktivitas penyelesaian kasus pencemaran  
lingkungan di masyarakat; dan keempat, memerhatikan dengan responsif dan 
memahami local wisdom (kearifan lokal) yang bersumber dari masyarakat sekitar, 
berupa budaya hukum mereka, harapan-harapan atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi 
oleh masyarakat serta aspek kepatutan bersama dalam masyarakat. 
Perspektif keberlanjutan diartikan sebagai kapasitas pembaruan dan evolusi 
dalam ekosistim, serta inovasi dan kreatifitas dalam sistem sosial, bahwa banyak 
kegiatan pembangunan yang mengakibatkan kemiskinan dan kemerosotan serta 
kerusakan lingkungan, sehingga perlu ditempuh jalan baru bagi pembangunan yang 
membawa kemajuan bagi manusia tidak hanya untuk sementara waktu melainkan 
untuk jangka waktu yang lebih panjang. 
Konsep kunci yang jarang dikutip adalah bahwa pembangunan berkelanjutan 
berkaitan dengan pertama, kebutuhan manusia di Negara berkembang untuk 
memenuhi kebutuhannya dan kedua, keterbatsan teknologi dan organisasi sosial yang 
berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang 
dan masa depan. Hal ini menyebabkan perbedaan penekanan dalam penerapan 
pembangunan berkelanjutan dinegara maju dan Negara berkembang. Negara 
berkembang memberikan prioritas pembangunan berkelanjutan pada pemenuhan 
kebutuhan dasar manusia saat ini, serta menjamin kelangsungan pembangunan 
ekonomi. Penekanan ini menempatkan keterpaduan petimbangan ekonomi dan 
lingkungan sebagai strategi pembangunan berkelanjutan.15 
Sebagai wujud (konfigurasi) dari Deklarasi dan Perjanjian Internasional yang 
dihasilkan melalui Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de 
                                                          
15 Yulinda Adharini, Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam 
Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu 




Janiero pada tahun 1992, maka dipandang perlu DLH Kota Semarang untuk 
memahami dan memegang prinsip-prinsip yang terkandung dari pembangunan 
berkelanjutan sebagai patokan dalam menegakkan hukum lingkungan di ranah 
administratif, yaitu Prinsip keadilan antar generasi, Prinsip keadilan dalam satu 
generasi, Prinsip pencegahan dini, Prinsip perlindungan keragaman hayati, 
Internalisasi beaya lingkungan. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran DLH Kota Semarang dalam 
melakukan penegakan hukum lingkungan harus dimuarakan ke sustainable 
development agar tercipta keseimbangan seluruh aspek kehidupan manusia di bumi. 
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penegakan hukum lingkungan 
diharapkan lebih protektif terhadap pelaku pencemar dan perusak lingkungan yang 
salah satunya dari kalangan industri dan upaya-upaya secara preventif lebih dilakukan 
oleh DLH Kota guna perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 
menyinergikan antara ekonomi, keadilan (sosial) masyarakat dan ekologi. 
4. PENUTUP 
4.1. Penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang 
dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam menangani 
laporan pencemaran lingkungan adalah dengan melakukan verifikasi 
lapangan dan pemberian sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang 
dimaksud adalah berupa teguran tertulis sampai dengan Paksaan 
Pemerintah.  
4.1. Bentuk penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 
kawasan industri Kota Semarang berbasis peningkatan pembangunan 
berkelanjutan yang mengacu kepada tiga pilar dalam sustainable 
development yang pada dasarnya seimbang, yakni ekonomi, keadilan 
(sosial) masyarakat dan ekologi.  
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